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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, antara:

XXx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak
Ada, bertempat tinggal di Dusun Ill, Desa XXX,
Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
sebagai Penggugat;

melawan

XXx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Dusun lll, Desa XXx, Kecamatan XXX,
Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lolak register Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIk. tanggal 21
Maret 2022, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada hari Jumat, 17 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi
Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : xXx tanggal 17 Juni
2011;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun llI,

Desa XXx, Kecamatan XXx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
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3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang

anak,
a. XXx, 10 tahun, Perempuan;
b. XXx, 7 tahun, laki-laki;
C. XXX, 5 tahun, laki-laki dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis,
namun sejak Tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus, yang disebabkan karena;

a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga

lahir;

b.  Tergugat diketahui memiliki selingkuhan yang bernama XXx;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun

2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali

lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim
untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus
karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,
meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan,
Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak
datangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat
bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xXx tanggal 17 Juni 2011 yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXx, Bolaang Mongondow, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXx, dikeluarkan oleh

Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan

sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga
mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada
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pokoknya sebagai berikut:
1. XXx, umur 68 tahun, Islam, menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat
tinggal di orangtua Penggugat, dan sudah memiliki 3 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah
semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan
bernama XXXx;

- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;

- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
anaknya, sampai sekarang tidak pernah pulang, sudah ada 5 tahun;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai,
namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. XXX, umur 68 tahun, Islam, menerangkan:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 2011, dan Penggugat hendak mengajukan
gugatan cerai kepada suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sudah memiliki 3 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena
Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir,
Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 5 tahun, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
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- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan
jangan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi,
selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan
mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang
pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan
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Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap,
karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan
membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu
pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat
tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup,
dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami
isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat
mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo
Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bawah bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama XXx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk
mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan
Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011,

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada
pokoknya dapat disimpulkan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama
agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak
tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak
anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx. Atas
kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5
tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh
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karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2012 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan
alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat,
yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang
menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di
bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712
R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas,
keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah
tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui
memiliki selingkuhan bernama XXx, antara keduanya telah berpisah rumah 5
tahun lamanya, tanpa pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya
suami istri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain,
saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi
sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi
Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi
Penggugat tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu
dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan
fakta kejadian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,

menikah tanggal 17 Juni 2011, saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak;
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- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui
memiliki selingkuhan bernama XXXx;

- Bahwa sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan
tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang
mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, salah
satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih
dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak
kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke
rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi
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yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk
hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha
perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak
berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga
berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan
dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka
diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih
besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada
mencapai kemaslahatan sesuai dengan gaidah fighiyah yang berbunyi:

tlanll cd> (e pasio dwlaall s )
Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan”,
sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk
mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan
perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama
selama kurang lebih 5 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin
sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang
diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah
pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini
sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin
rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 huruf
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(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak
melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya
tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan
Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya
suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan
dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini
termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus
dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXx) terhadap Penggugat
(XXx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1443
Hijriyah oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.l.M.H, sebagai Ketua
Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.l, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H sebagai
Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H..LM.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I Binti Nur Mudawamah, S.H.I
Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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